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Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua carayaitu Kepailitan
dan Penundaan Kewagjiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua caraini pada hakekatnya berbeda baik dari
segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PK PU berbeda dengan
Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit untuk meFnbayar seluruh
utang-utang debitor pailit secara adil merata dan berimbang dibawah pengawasan seorang hakim pengawas,
dalam PKPU dapat digjukan baik oleh debitor maupun kreditor bertujuan untuk mengajukan rencana
perdamaian yang berisi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Jadi sebenarnya penyelesaian utang piutang melalui PKPU dapat dijadikan aternative untuk tercapainyawin
win solution. Di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diadakan suatu ketentuan baru mengenai penundaan
kewajiban pembayaran utang dimanakini tidak hanya debitor yang dapat mengajukan PKPU, kreditorpun
dapat mengajukan permohonan PKPU. Y ang menarik adalah bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
belum mengatur secara jelas mengenai prosedur pengajuan dan tata cara pemeriksaan untuk permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang yang digjukan oleh kreditor, sehinggaterjadi ketidakjelasan
prosedur seperti dalam kasus Investeringsmaatschappij Voor Vlaanderen N.V (GIMV) melawan PT. Cahaya
Interkontinental di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Y ang menjadi masalah dalam pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor belum ada pengakuan utang,
sebagaimana pengaj uan permohonan PKPU oleh debitor, dan mengenai pembuktian adanya utang apakah
dilakukan sebelum dikabulkannya PK PU Sementara atau setelah adanya PK PU Sementara yaitu dalam
rapat-rapat verifikas seperti yang terjadi pada kasus ini. Proses suatu permohonan PKPU oleh Kreditor ini
berlangsung selama 20 hari sebelum majelis hakim niaga mengabulkan PKPU Sementara, seharusnya
mengenai pembuktian adanya utang dilakukan dalam jangka waktu 20 hari tersebut sebelum adanya putusan
PKPU Sementara. Pada kasus ini terkesan majelis hakim niaga terburu waktu untuk mengabulkan PKPU
Sementara karena adanya batasan waktu sehingga untuk pembuktian adanya utang serta kapasitas para pihak
sebagai kreditor dan debitor tidak diputuskan terlebih dahulu sebelum adanya putusan PKPU Sementara.
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